. WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pernerintahan Dacrah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dacrah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan



Mengingat

Rakyat Dasrah (DPRD) sesual dengan waktu yvang ditemtukan oleh kerentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh Persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pervujudan dar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
vang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran vang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Dasrah dengan DPRIL

bahwa berdasarkan pertimbangan wl'uag;e1|||'m|m dintuksid pada hurul a dan huruf b, perlu menciapkan Peraturan

Dacrah tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daciah Kota Tual Tahun Anggaran 2015

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara vang bersih dan Bebas dar Korups:, Kolusi

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tohun 1992 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 28351);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 3, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Neomor 25 Tahun 2004 tentang 3Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Dacrali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); '

Undang-Undang Nomoer 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku {Lembaran Negara

=
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21,

23.

24,

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraluran P
2004 witang hedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angpota Dewan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Nomor 4712,

Peraturan Pemernintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerir
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemenmtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:

Peraturan Pemernintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiban (Lembaran Negara Republik In
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tenlang Perubahan Peraturan Men
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersun
Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penvusunan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ke

Daerah Tahun 2009 Nomor 03);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL TAHUN ANG
2015

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20135 sebagai berikut :

1) Pendapatan Daecrah Rp. 160.553.055.050,00
2) Belanja Daerah Rp. 213388 9359 405.00
Surplus / Defisit Rp. (92.835.904.355,00)

3) Pembiavaan Daerah :
al Penenmaan Rp. 52.632.979.855,00
bl Pengeluaran Rp. 0.00
Pembiayaan Netto Rp. 52.632.979.855,00




1)

2)

3)

4)

Pasal 2

Pendapatan Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah Rp. 17.892
b) Dana Perimbangan Rp. 416.205
c) Lain-lain Pendapatan yang sah Ep. 26.455

Pendapatan Asli Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan

a) Pajak Daerah Rp. 2.022
b) Retribusi Daerah Rp. o2 B
¢} Hasil Pengelolaan kckayaan dacrah yang dipisahkan  Rp. 1.135
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 11.217

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terdiri darni jenis pendapatan :

a}] Dana Bagi Hasil Rp. 11.505
b) Dana Alokasi Umum Rp. 330.426
c] Dana Alokasi Khusus Ep. 74.272.

Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jer

a) Pendapatan Hibah Rp. 1.250.
b] Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 4.023.
¢} Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 21.181.

Pasal 3



dgid
Wt A

i

D)

3)

Belanja Dacrah sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1 terdin dari |

a) Belanja Tidak Langsung Kp. 172632 447.00
b} Belanja Langsung Rp. 340.736.5 | 2405

Belanja Tidak Lan gsﬁng sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf a terdhini dart jems belanja ¢

al Belanja Pegawai Hp. 144171 .4635.00C
bl Belanja Subsid Kp. OO0 LU
¢] Belanja Hibah Rp, : 17.300.000.00C
d} Belanja Bantuan Sosial Rp. 4RZ 000, 00C
¢) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 5.498 982 000
[} Belanga Tak Terduga Rp. 3.000. 000 000

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul b terdiri dari jenis belanja -

a) Belanja Pegawai Rp. 27.715.173.00C

b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 148.478.628.977

c)] Belanja Maodal Rp. 164.542.710.42¢8
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari @

a) Penerimaan ; Rp. 52 632,979 855,0
b} Pengeluaran ' Rp. _ 0,0



werimaan sebagaimana dimaksud pada avar (1) hurat a terdini dari Jenis Pembiayaan °

Sisa Lebih Perhitungan Angparan Tahun Sebelumnya (5iLPA)
Rp. 52.632.979 85

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) buruf b terdiri darn Jenis Pembiayaan

3

a) Penvertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Hp.
= bl Pembesaran Pokok Utano Rp.
_'-;" Pasal 5

Uraian lebih lanjut Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercant

meripakan bagian vang tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran |l Ringkasan APBD

2. Lampiran il  Ringkasan APBD menurur Uruasan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan I

1 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiat

5 Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah T
kerangka Pengelolaan Keusngan Negara;

6.  Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per dabatan;

Lampiran VIl Daftar Plutang Dacrah

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

|
|
5 9 Lampiran IX Dalftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
5| 10). Lumpirar:.l X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya



. Lampiran X1 Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya
tahun anggaran ini
Lampiran X1l Daftar Dana Cadangan Dacrah dan;

Lampiran X1 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligas: Daerah

N ; Pasal &

Walikota Tual menetapkan Peraturant Walikota tentang Penjabaran Angs

wperasional pelaksanaan APBD




fidangkan di Tual
-1-"-.:' 1 tanzgal [l Nopember 2014

EKRETARIS DA SOTA TUAL,

| WAFIE B,

MMBARAN DAERAI KEOTA TUAL TAHUN 2014 NOMOR

IREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU

Ll

Pasal 7

pada tangg

WALIEQ

Ditcrtapkan di Tual

1] Nopembeps2014

MAHMUD MUHAMMAD TAMIIER
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